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1.

SURAT-REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
' Nomor : R/4913/p/TV /2008

DASAR  : Surat Gubernur Proplnsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VI11/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. ... 17 April. 2080, ... no. 070/ AZEGZ/IN/2008..........ccnneneen.

2. Suratdari....DEXAN. FH. TNTEA . SEEGTJAPRANATA  SEMARANG..............
tal. .44 . April. 2008................ nomor Be. 2824600 /UES.85/1V./2800

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
{BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan

TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah
yangd dilaksanakan oleh :

1. Nama :AGUSTINUS ADRIYANTD

2. Pekerjaan ‘MAS

3. Alamat :JL. WIROTO 1I/27

4. Penanggungjawab :Y. BUDI SARWO SH.MH

5. Maksud tujuan ‘Untuk skripst berjudul:"TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHA-
research/survey DAP NASABAH DALAM HAL KETERLAMBATAN KLIRING"

6. Lokasi KOTA SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagal berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa
Tengah. ’

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

TEMBUSAN :

Lo

........................... 2 AL = A UL 0BG e e

Dikeluartkan di: SEMARANG

Pada tanggal : 417 Apeil 2000

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
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JI. Pamuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kade ifos 50132 o - mail : bppejlg @ indosal.net ld
Sawarang

Samaramg 17 April 2000

Kepreuba %l ;
Nowor © WMPNE/P/AN /2000
Lompiran ;1 {zalu) hanbar
Perihal : Pemberilabuan lenlang

" 1 Ly, -
leclalksanaan Research / CHALIKGURA DEMARANG

Survey.

Menarik Surat Reltomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal §
A7 .ApTil 2000 . Nomor :R ,{’1'7‘1‘7)/P/IV/2000 dengan

harmat kawmi memberilahukan dalam Wilayah Saudarn akan dilaksannkan Rescarch / Survey

alas nama :

AGUSTINUS ADRIYANTO

Dengan maksud lujuan sebagaimana lersebut dalam surat Rellomendasi Research / Survey
BAPPEDA “Jaleng (lerlampir}).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkali-langkaly persiapan seperlunya,

sesuai dengan ketentuan vang berlalu,

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PCMBANGUNAN DAERAH
u. b Kabid Lilbang

A shaf Ste, PPE
i ;; /z//z%sb

TEMBUSAN Kepada Yih. :
Sdr. Pembaontu Gubernur Unluk

Wilayal :




SURA
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TKETERANGAN

NAMA
NIM
FAKULTAS / UNIVERSITAS

JUDUL SKRIPSI

TEL DISETUJUL

PEMBIMBING
T6L. SELESAL RESET

SELESAT RISET

: Agustinus Adriyanto

: 93.20.966

¢ Hukum / Unika Soegijapranata
Semarang.

t Tanggung jawab Bank Umum ferhadap
Nasabah dalam hal keterlambatan
Kliring.

: 08.06.2000

: Sdr. Zakaria

© 21.06.2000

Semarang, 29 Juni 2000 Q
BANK INDONESTA SEMARANG

no Suranto
Kepala Bidang
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SURAT KETERANGAN
No : 3225/ ST. 01.01/2000

Yang Bertanda tangan dibawah ini, Pjs Kepala Biro Perencanaan PT
Bank BPD Jateng, Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Katholik Soegijapranata Semarang :

Nama . Agustinus Adriyanto

Nim/ Nirm 193.20.0966 /93.6.111.01000.50073
Program : Sl

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi :Universitas Katholik Soegijapranata

Telah Melaksanakan Penelitian di PT. Bank BPD Jateng dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul “ Tanggung Jawab Bank Umum
Terhadap Nasabah Dalam Hal Keterlambatan Kliring * ( Studi Kasus
pada Kantor Cabang Utama PT. Bank BPD Jateng ).

Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. '

Semarang, 25 September 2000
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH




T'I. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbhk
Kantor Cabang Semarang
Alamar  © JL MT. Harvono No. 16 Semarang

Telp. 1 315373, 3155874, 515575, 515576
Fax. 1 315577
Telex 7 22287723204 BNISM 1A

SURAT KETERANGAN
Nomor :SMG/01/ 29,8 .
Tanggal : 18 Agustus 2000

Yang bertanda wangan di bawali ini

Nama : OCTO TILARSQ ML

Inhaton : Penvelia Unn Umum
PT. Bank Negara Indonesia (Persere) Tbk, Kantor Cabang Semarang
J1. MT. Harvono No. 16, Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama . AGUSTINUS ADRIYANTC
NITM-NIRM : 93.20.96¢ - 92.6.111.01000,50072
Fakuitas  Hukum
“Pekcrinan : Mahasiswa Universitas Karelik Soegijapranata Semarang

Benar-benar telah melakukan survey dan pengumpulan data di PT. Bank Negara Indenesia
{Persero) Thk, Crbang Semarang guna penyusunan skripsi dengan judul “Tanggung jawab Bank
Unuin Teriadap Nasabah Atas Kererlambatan Kliring”™.

Demukian urat keterangan ini dibuar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) bk
_Kantor Cabang Semarang,

/';&Wm
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1/ 3/PBI/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN
AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK
ATAS HASIE, KLIRING LOKAL ~

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa dalam rangka memperluds dan memperlancar sistem
pembayaran diperlukan’ penyelenggaraao kliring lokal dan
penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas

hasil kliring lokal yang aman, efektif, dan efisien;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kliring lokal dan
penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas
hasil kliring lokal yang amar, efektif, dan efisien
diperlukan pengaturan penyelenggaraan kliring lokal dan
penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas

hasil kliring lokal;

¢. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kliring lokal
dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas
hasil kliring lokal yang berlaku saat ini, tersebar dalam

d. bahwaB\l

berbagai ketentuan Bank Indonesia;
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d.- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,

« dipandang perlu untuk menyusun ketentuan yang terpadu
tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian
akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring
lokal dalam Peraturan Bank Indonesia.

[}
-

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Mengingat :

Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor & Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan ' (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

4, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tentang
Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan
Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3855);

MEMUTUSKANX/
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA  TENTANG
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN
PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN
ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan scbagaimana telah diuba.h‘dcngan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Penyelenggara adalah Bank Indonesia atau pihak lain yang memperoleh
persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Kliring Lokal;

3. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar Bank
baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya
diselesaikan pada waktu tertentu;

4. Kliring Lokal adalah Kliring antar Bank di suatu wilayah Klmng,

5. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang memungkinkan
pelaksanaan Kliring dalam jadwal Kliring Lokal yang telah ditetapkan;

6. Pcnvglesai@@ /
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6. Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring
Lokal yang untuk selanjutnya disebut Pcnyelcsaiah Akhir adalah kegiatan
pendebetan atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia
yang dilakukan atas dasar hasil perhitungén Kliring Lokal;

7. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban
atau untuk unfung rekening nasabah atau Bank melalui Kliring Lokal;

8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disebut DKE, adalah data
kevangan dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai dasar
perhitungan dalam Kliring Lokal;

9. Dokumen Kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam
proses perhitungan Kliring Lokal di Penyelenggara;

10. Peserta adalah Bank dan Bank Indonesia yang terdaftar pada Penyelenggara
untuk mengikuti kegiatan kliring; '
11.Peseita Langsung adaléh Peserta yang turut serta dalam pelaksanaan Kliring

Lokal secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri;

12. Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang turut serta dalam pelaksanaan
Kliring Lokal melalui dan menggunakan identitas Peserta Langsung yang
menjadi induknya yang merupakan Bank yang sama;

13.Pasar Uang Antar Bank yang selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan
pinjam meminjam dana antara 1 (satu) Bank dengan Bank lainnya;

14.Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang secara nyata-nyata
menyebabkan suatu kegiatan Kliring tidak dapat- dilaksanakan secara
normal, atau terjadinya suatu keadaan memaksa (force majeur) antara lain
pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana
alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pihak penguasa

| o

atau pejabat yang berwenang setempat.
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BAB I1
PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Kliring Lokal dapat dilakukan dengan menggunakan
sistem :
_a. manual;
b semi otomasi;

c. otomasi;
d. elektronik.

(2) Perhitungan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan hunuf ¢ didasarkan pada Warkat.

(3) Perhitungan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf d didasarkan pada DKE. .

(4) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur lebih
lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

(1) Penyclenggaraan Kliring Lokal meliputi Kliring Penyerahan dan Kliring
Pengembalian yang merupakan satu kesatuan sikius Kliring.

(2) Apabila diperlukan Pcnyelenggaré. dapat menyelenggarakan Kliring PUAB
yang merupakan satu kesatuan siklus kliring dengan Kliring Penyerahan

dan Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3 Bankx‘/



BANK INDONESIA L3
Perpustakaan Unik

(3) Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB melalui Kliring Penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Kliring PUAB sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan promes transaksi

PUAB ke Bank Indonesia.
BAB III
WARKAT, DOKUMEN KLIRING, DAN DKE
Pasal 4

(1) Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Lokal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
a. Cek;
b. Bilyet Giro;
¢. Wesel Bank Untuk Transfer;
d. Surat Bukti Penerimaan Transfer;
e. Nota Debet; dan
f. Nota Kredit.
(2) Jenis-jenis Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Lokal
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran
Bank Indonesia.

Pasal 5
(1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan dalam
mata vang rupiah dan telah dapat ditagih pada saat dikliringkan.

2 Warkatﬁ\\\/
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(2) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi
spesifikasi teknis yang akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank
Indonesia. |

(3) Setiap pcmbua_tan dan pencetakan Warkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk perlama kali dan atau perubahannya oleh Peserta wajib

memperoleh persefujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.

Pasal 6

(1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan huruf f tidak dibatasi nilai nominalnya.

(2) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dibatasi
setinggi-tingginya bernilai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dan tidak dapat digunakan untuk transaksi PUAB. .

(3) Batas nominal dan penggunaan Warkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku,

apabila:
a. Nota Debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank
atau nasabah Bank;

b. Nota Debet diterbitkan oleh Bank dan ditujukan kepada Bank Indonesia
sehubungan dengan tagihan-tagihan tertentu ya;lg akan ditetapkan dengan

Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 8 X\/
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Pasal 8

(1) Dokumen Kliring wajib disertakan dalam penyampaian Warkat Peserta ke
Penyelenggara dan atau ke Peserta lawan transaksinya.

(2) Setiap pembuatan dan pencetakan untuk pertama kali dan atau
perubahannya oleh Peserta atas Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang digunakan pada sistem otomasi dan elektronik, wajib
memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia. |

(3) Jenis dan spesifikasi teknis Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

(1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicetak pada
perusahaan percetakan sekuriti (secwrity printing) yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia. '

(2) Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1} yang
digunakan pada sistem otomasi dan elektronik dicetak pada perusahaan
percetakan sekuriti (security printing) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Tata cara penetapan dan persyaratan perusahaan percetakan sekuriti
(security printing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih
lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

(1) DKE yang diperhitungkan dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada Warkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) DKE‘X‘\/

Perpustakaan Unik
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(2) DKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai data yang sabh.

Pasal 11
Peserta tidak dapat mengubah atau membatalkan DKE dan atau Warkat
yang telah diterima Penyelenggara.

BAB IV
PENYELENGGARA
Pasal 12

(1) Penyelenggara di Wilayah Kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia
adalah Bank Indonesia.

(2) Penyelenggara di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank
Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. |

(3) Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetyjuan Bank Indonesia
kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur
lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia,

Pasal 13

(1) Bank Indonesia dapat membatalkan sebagian atau seluruh perhitungan
Kliring dan atau Penyelesaian Akhir dari Peserta tertentu, apabila diperoleh
informasi bahwa transaksi yang diperhitungkan dalam Kliring melanggar

ketentuan yang berlaku;

Q)_Pe_nte_heﬂggml-\\/
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(2) Penyelenggara akan memberitahukan pembatalan sebagian atau seluruh
perhitungan dan atau Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) secara tertulis kepada Peserta yang bersangkutan.

Pasal i4

(1) Penyelenggara dapat mengenakan biaya Kliring Lokal kepada Peserta.

(2) Biaya Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari
biaya administrasi, bilaya - proses dan  biaya lain yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Kliring Lokal dan akan diatur lebih lanjut dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

(1) Bank Indonesia berwenang untuk memberikan kcputusan terakhir dalam hal
terjadi perbedaan pendapat antara 2 (dua) atau Icbih Peserla mengenai
dapat atau tidaknya svatu Warkat atau DKE dinerhitungkan dalam Kliring
Lokal.

(2) Bank Indonesia dapat meminta bukti atau keterangan dari Peserta sebagai
bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang wajib dipenuhi oleh Peserta yang
bersangkutan.



/
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BABYV
KEWAIJIBAN PENYELENGGARA
Pasal 16

(1) Penyelenggara tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Kliring Lokal yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2) Penyelenggara wajib menyediakan fasilitas penyelenggaraan Kliring Lokal.

Pasal 17

(1) Penyclenggara wajib memiliki rencana penanggulangan segera atas
penyelenggaraan Kliring Lokal dalam keadaan darurat.

(2) Rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :

a. ~-Perubahan jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal; -
b. perubahan sistem penyelenggaraan Kliring Lokal; o
¢. pemindahan penyelenggaraan Kliring Lokal ke lokasi lain;

(3) Dalam hal rencana penanggulangan segera sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Penyelenggara dapat menghentikan
untuk sementara kegiatan Kliring Lokal.

(4) Dalarn hal terjadi Keadaan Darurat, Penyclenggara wajib secepatnya
melaporkan secara fertulis pelaksanaan penanggulangan segera
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atau penghentian sementara
kegiatan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bank

Indonesia,

BAB VIE\/
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BAB VI
PESERTA
Pasal 18

(1) Setiap Bank yang berada di Wilayah Kliring dapat menjadi Peserta dengan
persetujuan Penyelenggara;

(2) Status Peserta dalam Kliring Lokal dibedakan atas :

a. Peserta Langsung; atau
b. Peserta Tidak Langsung.

(3) Bank yang menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kantor Bank sebagai Peserta
Langsung,.

(4) Peserta Langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang, dan kantor
cabang pembantu yang tidak berada dalam Wilayah Kliring yang sama
denéan kantor induknya.

(5) Peserta Tidak Langsung dapat terdiri atas kaator pusat, kantor cabang atau
kantor cabang pembantu.

(6) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di
luar negeri dapat menjadi Peserta Langsung atau Peserta Tidak Langsung.

(7) Tata cara dan persyaratan menjadi Peserta akan diatur lebih lanjut dengan

Surat Fdaran Bank Indonesia.
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BAB VII
KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Kliring Lokal setiap Peserta antara lain wajib :

a.

mengikuti penyelenggaraan Kliring Lokal pada setiap hari kerja sesuai
dengan jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ;

menyediakan dana yang cukup pada rekening giro Bank di Bank Indonesia
untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam Kliring Lokal;

menyediakan sarana Kliring Lokal dengan jenis dan spesifikasi yang
ditentukan oleh Penyelenggara;

menunjuk petugas Kliring untuk mewakili Peserta.

melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui
Kiiring Nokal;

segera melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat, dan atau hal-hal
lain yang berkaitan dengan operasional Kliring Lokal secara tertulis kepada
Penyclenggara dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
mematuhi  ketentuan-kefentuan  lainnya yang  berkaitan dengan

penyelenggaraan Kliring Lokal.

BAB VII'},

Perpustakaan Unik
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BAB VIII
JADWAL
Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diadakan setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

(2) Jadwal Kliring Lokal ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan
Bank Indonesia.

BAB IX
PENYELESAIAN AKHIR
Pasal 21

(1) Penyclesaian Akhir dilakukan Bank Indonesia.

(2) Tanggal wvaluta Penyelesaian Akhir adalah sama dengan tanggal
penyampaian Warkat atau DKE dari Peserta kepada Penyelenggara.

(3) Penyelesaian Akhir dapat dilakukan oleh pihak lain dalam hal Penyelesaian
Akhir oleh Bank Indonesia akan menyebabkan ketentuan pada ayat (2)
tidak dapat dipenuhi.

(4)Dalam Keadaan Darurat Bank Indonesia dapat tidak memberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

(1) Peserta yang menghadapi kesulitan pendanaan jangka pendek akibat

Penyelesaian Akhir sehingga potensial mengakibatkan terjadinya saldo

Perpustakaan Unik
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giro ncgatif atau telah memiliki saldo giro ncgatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, dapat melakukan [angkah-langkah sebagai berikut :
a. melakukan penyetoran tunai;
b. mengupayakan pemenuhan dana melalui transfer antar kantor;
¢. mclakukan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB);
d. mengajukan permohonan fasilitas pendanaan kepada Bank Indonesia.
(2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai
dengan jadwal pelayanan jasa perbankan yang berlaku di Bank Indonesia.

TPasal 23

(1) Transaksi PUAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf ¢
dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) atau
erm_s_fcr dana secara ¢lektronik.

(2) Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan ternbusan promes transaksi PUAB kepada
Bank Indonesia.

BAB X
SALDO GIRO NEGATIF
Pasal 24

Bank dinyatakan memiliki Saldo Giro negatif apabila saldo rekening giro
rupiah pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal Bank
menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem

BABXIi\L

akunting,.
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BAB XI
PENGHENTIAN SEBAGAI PESERTA
Pasal 25

Peserta dihentikan keikutsertaannya untuk sementara dalam Kliring Lokal oleh
Bank Indonesia apabila melanggar peraturan yang memuat sanksi penghentian
sementara dari Kliring Lokal diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34.

Pasal 26

Peserta dihentikan keikulsertaannya secara tetap dalam Kliring Lokal oleh
Bank Indonesia, jika disebabkan olch salah satu atau lebih alasan sebagai
berikut : .

a. peseﬁa pindah dari suatu Wilayah Klinng ke Wilayah Kliring yang lain;

b. peserta dicabut izin usahanya atau;

c. peserta dicabut izin pembukaan kantor oleh Bank Indonesia.

Pasal 27

(1) Peserta dapat mengajukan permohonan penghentian keikutsertaan untuk
sementara dalam Kliring Lokal kepada Bank Indonesia, jika disebabkan
oleh salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:

a. keadaan keuangan dan atau manajemen peseria tidak memungkinkan
vntuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Kliring Lokal;

b. peserta pindah alamat dalam satu Wilayah Kliring yang sama;

(2) Peserta )%J

c. terjadi Keadaan Darurat.
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(2) Pescrta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib
menyampaikan permohonan pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam
Kliring Lokal secara tertulis sclambat-lambalnya 6 (enam) hari kerja

sebelumnya kepada Bank Indonesia.

Pasal 28
(1) Pescrla dapat mengajukan permolhionan penghentian secara tetap dari
keikutsertaannya dalam Kliring Lokal kepada Bank Indonesia.
(2) Peserta  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan
permohonan pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam Klinng Lokal
sclambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya kepada Bank

Indonesia.

Pasal 29

(1) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26 huruf b dan huruf ¢, dan Pasal 27 ayat
(1) huruf a merupakan kantor pusat Bank yang berkedudukan di Indonesia
atau kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeni
maka scmua kantor cabang dan kantor cabang pembantu Peserta yang
bersangkutan di seluruh Indoncsia dihentikan  keikutsertaannya dalam
Kliring Lokal.

(2) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya dimaksud dalam
pasal 26 huruf a, Pasal 27 ayat (1)} huruf b dan huruf ¢, dan Pasal 28

merupakan kantor pusat Bank maka hanya kantor Peserta, kantor cabang,

Perpustakaan Unik
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dan kantor cabang pembantu yang menginduk pada kantor pusat Peserla
tersebut yang dihentikan keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

(3) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28
berstatus kantor cabang Bank maka hanya kantor cabang dan atau kantor
cabang pembantu yang menginduk pada kantor cabang Bank dimaksud

pada Wilayah Kliring yang sama yang dihentikan keikutsertaannya dari

Kliring Lokal.
BAB XII
PENGIKUTSERTAAN KEMBALI SEBAGAI PESERTA
Pasal 30

(1 Penéikutsertaan kembali dalam Kliring Lokal bagi Peserta yang dihentikan
keikutsertaan untuk sementara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Pasal 27 dan Pasal 33 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. apabila penghentian untuk scmentara tersebut ditetapkan untuk suatu

jangka waktu terlentu maka keikutsertaannya kembali dalam Kliring
Lokal bersifat otomatis pada hari kerja berikutnya setelah berakhimya
jangka waktu dimaksud;

b. apabila penghentian untuk sementara tersebut ditetapkan tanpa batas
waktu tertentu maka keikutsertaannya kembali dalam Kliring Lokal
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Peserta yang dihentikan keikutsertaanya secara tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat mengajukan permohonan

kcikutscnaan})ﬁ\k
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keikutsertaan kembali dalam Kliring Lokal dengan memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 31

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan tcrhadap Penyelenggara dan
Peserta baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara dan  atau Peserta wajib memberikan kepada Bank
Indonesia :
keterangan dan data yang diminta;

b. 'kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang
berkaitan dengan kegiatan Kliring Lokal,

¢. hal-hal lain yang diperlukan.

(3) Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Penyelenggara dan atau Peserta wajib menyampaikan laporan,
keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.
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BAB X1V
SANK.SI
Pasal 32

(1) Bank Peserta yang menyampaikan Warkat atau DKE Nota Debet kepada
Peoyclenggara atau Peserta lawan transaksinya dalam Kliring Lokal yang
melanggar ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan
atau J'asal 7 huruf b, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sctiap pelanggaran.

(2) Bank Pecserta yang mencrina Warkat atau DKE Nota Debet yang
melanggar ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) serta
lidak menolak Warkat atau DKE Nota Debet tersebut, dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (scratus ribu rupiah) untuk

setiap pelanggaran.

Pasal 33

(1) Bank Peserta dikenakan sanksi penghentian scmentara dari Kliring Lokal
oleh Bank Indonesia, apabila saldo giro negatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 tidak dapat ditutup sampai dengan pukul 09.00 Waktu
Indonesia Bagian Barat pada hari kerja berikutnya.

(2) Bank Indonesia dapat mengubah batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

(3) Apabila saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi

pada rekening giro :

.a_-_m&\{ /
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a. Kantor pusal Bank, maka scmua kantor cabang dan kantor cabang
pembantu Peserta yang bersangkutan diselurul Indonesia ikut pula di
hentikan keikutsertaannya dalam Kliring Lokal;

b. Kantor cabang Bank, maka semua kantor cabang dan kantor cabang
pembantu Bank yang menjadi Pcserta Kliring Lokal di wilayah kerja

Kantor Cabang Bank Indoncsia, dihentikan keikutserlaannya dari

icliring Lokal.

Pasal 34

Peserla yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa penghentian untuk sementara dari

keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

Pasal 35

(1) Dengan tidak mengurangi ketcntuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, Bank Indonesia berwenang mengenakan
sanksi administratif dan alau sanksi kewajiban membayar kepada Pescrta
yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia
ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut mengénai sanksi administratif dan atau sanksi
kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XV}\/
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LAIN-LAIN
PPasal 36

Stempel Kliring wajib dibububkan pada sctiap Warkat yang diperhitungkan
dalam Kliring Lokal yang berfungsi sebagai tanda pengenal dari Peseria yang
menyerahkan Warkat dan scbagai bukti bahwa Peserta yang bersangkutan telah
imemperhitungkannya dalam Kliring Lokal pada tanggal yang tercantum pada

steinpel Kliring.

Pasal 37

(1) Warkat debet dan atau DKE debet yang tidak dapat diperhitungkan ke
rckening nasabah olch Peserta pencrima, ditolak melalui = Kliring
Pengembalian. . ”

~ (2) Warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat diperhitungkan ke

rckening nasabah oleli Peserta penerima, ditolak melalui Kliring

Penyerahan.

Pasal 38

(1) Bank Indonesia menyelecnggarakan Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet
Giro kosong.
(2) Peserta wajib menginformasikan data nasabahnya yang tergolong sebagai

penarik Cek dan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KetentuanyQJ
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{}) iletentuan pelaksanaan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

ichih lanjut dalam Swat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 39

(1) Bank Indonesia menetapkan penghentian keikutsertaan Peserta dalam
Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,
Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal (34).

(2) Penyelenggara memberitahukan penghentian keikutsertaan Peserta dalam
Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua Peserta

Kliring Lokal.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pescria dalam sistem manual dan semi otomasi wajib memenuhi spesifikasi
Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2} dan mencetak Warkat
pada perusahaan percetakan sckuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1), sclambat-lambatnya 6 (cnam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank

Indonesia ini.

Pasal 41)\“ /
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Pasal 4]

Perusahaan percetakan sekuriti (security printing) yang telah ditetapkan Bank
Indonesia scbelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diakui
sebagai perusahaan percetakan sekuriti (securify printing) yang dapat
mencetak Warkat dan dokumen Kliring dan wajib mengajukan permohonan
untuk memperolch penetapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 42

Peraturan yang berkaitan dengan  penyelenggaraan Kliring Lokal dan
Penyclesajan Akhir yang telah dikeluarkan sebelum  berlakunya Peraturan
Bank Indonesia ini scpanjang tidak berfentangan dengan Peraturan Bank
Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau

-

diperbaharui.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :
a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal
10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal;

L&L@Bﬁu
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. Surat Keputusan Dircksi Bank Indonesia No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei
1988 tentang Otomasi Penyclenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan
Pembakuan Warkat Kliring Lokal;

¢. Surat Keputusan Dircksi Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR tanggal 5
Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong,

d. Surat ICcputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/160/KEP/DIR tanggal 5
Maret 1996 tentang Perubahan Jadwal dan Penyelcsaian Hasil Kliring;

c. Swat Keputusan Dircksi Bank Indonesia Nomor 31/1/KEP/DIR tanggal 3 April
1998 tentang Penggunaan Nota Debet Dalam Klidng,

f. Sural Kepulusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/79/KEP/DIR tanggal 18
Agustus 1998 tentang Penyclenggaraan Kliring Lokal Secara Elckironik,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Dcngan berlakunya Peraturan Bank Indoncsia ini maka :

a. Pengertian Pasal 1 angka 3 Pcraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999
tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan
jangka Pendek Bagi Bank Umum, diubah menjadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini;

b. Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/1/PBI/1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi
Kesulitan Pendanaan jangka Pendek Bagi Bank Umum, dicabut dan diganti
menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia

ini.

Pasal 45& /
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Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditelapkan di Jakarta
Padatanggal 13 Agustus 1999

Perpustakaan Unik
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